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I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna
menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak
pada Kementerian Perhubungan sebagai salah satu sumber
penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Perhubungan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen
Perhubungan, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif
atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Perhubungan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif
atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Pemerintah.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelayanan jasa kebandarudaraan pada Bandar
Udara yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha
dalam Peraturan ini antara lain:

1. pelayanan jasa penumpang pesawat udara
(PJP2U);

2. jasa pendaratan pesawat udara;

3. jasa penempatan pesawat udara;

4. jasa penyimpanan pesawat udara;

5. jasa pemakaian garbarata (aviobridge);

6. jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan
(check-in counter); dan

7. jasa kargo dan pos pesawat udara (JKP2U).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

KA : Nama Kereta Api yang dihitung TAC-nya

i : Urutan Daop/Divre yang dilewati KA
tersebut, 1,2,…

TACKA : Biaya Penggunaan Prasarana
Perkeretaapian yang dibebankan
terhadap 1 (satu) kali perjalanan KA (Rp)
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